PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERI NTAH TAHUN 2008

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a.

Mengi
1.

bahwa untuk nel aksanakan ket entuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Penerintah Nonor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Penerintah, perlu nenyusun Rencana Kerja Peneri ntah;

bahwa Rencana Kerja Penerintah nenuat arah kebijakan nasi ona
satu tahun yang nerupakan komtnmen Penerintah untuk
menberi kan kepasti an kebi | akan dal am nel aksanakan penbangunan
nasi onal yang berkesi nanmbungan;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan huruf b, dipandang perlu nenetapkan Peraturan
Presi den tentang Rencana Kerja Penerintah (RKP) Tahun 2008;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Tahun 2004 Nonor 104, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4421);

Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Penerintah (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun
2004 Nonor 74, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 4405);

Peraturan Penerintah Nonor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian Negaral/ Lenbaga
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 75,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4406);
Peraturan Presiden Nonor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Penbangunan Jangka Menengah  Nasi onal Tahun  2004- 2009
(Lenmbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nonor 11);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERI NTAH TAHUN 2008.

(1)

Pasal 1

Rencana Kerja Penerintah Tahun 2008, yang sel anj ut nya di sebut
RKP Tahun 2008, adalah dokunen perencanaan penbangunan
nasi onal untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang
di mul ai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tangga
31 Desenber 2008.



(2) RKP Tahun 2008 sebagai nana di maksud pada ayat (1), terdiri

dari :
a. Buku | yaitu sebagai mana di nuat dal am Lanpiran |; dan
b. Buku Il yaitu sebagai mana di nuat dal am Lanpiran I1;

Per at uran Presiden ini.
Pasal 2

(1) RKP Tahun 2008 nerupakan penjabaran dari Rencana Penbangunan
Jangka Menengah  Nasi onal Tahun  2004- 2009 sebagai mana
di t et apkan dal am Peraturan Presiden Nonor 7 Tahun 2005, yang
menuat Rancangan Kerangka Ekonom Makro tahun 2008 yang
antara lain termasuk di dalammya arah kebijakan fiskal dan

nonet er, prioritas penbangunan, rencana kerj a dan

pendanaannya.

(2) RKP Tahun 2008 sebagai mana di maksud pada ayat (1) nenjadi

a. pedoman bagi Kenenterian Negaral/ Lenbaga dal am nenyusun
Rencana Kerja Kenenterian Negaral/ Lenbaga Tahun 2008;

b. acuan bagi Penerintah Daerah dalam nenyusun Rencana
Kerja Penerintah Daerah Tahun 2008;

C. pedonman bagi Penerintah dalam nenyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
2008.

Pasal 3

Dal am rangka penyusunan RAPBN Tahun 2008:

a. Penerintah nmenggunakan RKP Tahun 2008 sebagai bahan
penbahasan Kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan
Perwaki | an Rakyat ;

b. Kenent eri an Negar a/ Lenbaga nenggunakan RKP Tahun 2008 dal am
mel akukan penbahasan Rencana Kerj a dan Anggar an
Kenent eri an/ Lenbaga dengan Dewan Perwaki | an Rakyat .

Pasal 4

(1) Kenenterian Negaral/Lenbaga nenbuat |aporan kinerja triwilan
dan tahunan atas pel aksanaan rencana kerja dan anggarannya
berisi uraian tentang kel uaran kegi atan dan i ndi kator kinerja
masi ng- masi ng program

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disanpaikan
kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Penbangunan Nasi onal / Kepal a Bappenas paling |anbat 14 (enpat
bel as) hari setel ah berakhirnya triwl an yang ber sangkut an.

(3) Laporan Kinerja nenjadi nasukan dan bahan pertinbangan bagi
anal i sis dan eval uasi usul an anggaran tahun berikutnya yang
di aj ukan ol eh Kenenteri an Negara/ Lenbaga yang ber sangkut an.

Pasal 5
Menteri  Negara Perencanaan Penbangunan Nasional/Kepal a Bappenas

nmenel aah kesesuai an antara Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian
Negar a/ Lenbaga Tahun 2008 hasil penbahasan bersana Dewan



Perwaki | an Rakyat dengan RKP Tahun 2008.
Pasal 6

Dal am hal RKP Tahun 2008 yang ditetapkan sebagai nana di naksud
dalam Pasal 3 berbeda dari hasil penbahasan dengan Dewan
Perwaki | an Rakyat Penerintah nenggunakan RKP Tahun 2008 hasil
penbahasan dengan Dewan Perewakil an Rakyat .

Pasal 7
Peraturan Presiden ini nulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPI RAN

BAB 1
PENDAHUL UAN

Rencana Kerja Penerintah (RKP) Tahun 2008 nerupakan
pel aksanaan tahun keenpat dari Rencana Penbangunan Jangka Menengah
Nasi onal (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan nerupakan kelanjutan RKP
Tahun 2007. Penyusunan RKP mer upakan pel aksanaan dari
Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang- Undang Nonmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Penbangunan Nasi onal

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Penerintah Nonmor 20 Tahun
2004, penyusun RKP nengacu kepada RPJMN. D dalam RPJWMN Tahun
2004- 2009 yang tel ah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nonor 7
tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Msi Presiden
terpilih dalam Pem|lu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3
Agenda Penbangunan, vyaitu:

1. Menci pt akan | ndonesi a yang Aman dan Danai ;
2. Menci pt akan | ndonesi a yang Adil dan Denokratis; dan
3. Meni ngkat kan Kesej aht eraan Rakyat .

Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat di pi sahkan satu dengan yang |ain dan nerupakan pilar pokok
untuk nencapai tujuan penbangunan nasional sebagai nana tertuang
dal am Penbukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Keber hasi | an pel aksanaan satu agenda akan ditentukan ol eh kemaj uan
pel aksanaan tahun RKP, ditetapkan Tenma Penbangunan Nasi onal yang
menunj ukkan titik berat pelaksanaan Agenda Penbangunan. Dengan
menper ti mbangkan ket er sedi aan sunber daya yang t er bat as,
sel anj utnya ditetapkan prioritas penbangunan nasi onal tahunan yang
di j abar kan ke dal am fokus, program dan kegi atan pokok penbangunan
unt uk nencapai sasaran-sasaran penbangunan



Prioritas penbangunan nasional tahunan disusun berdasarkan
kriteria sebagai berikut:
1. Mem | i ki danmpak yang besar t er hadap pencapai an
sasar an- sasar an penbangunan sesuai tema penbangunan;
Mem | i ki sasaran-sasaran dan indi kator Kkinerja yang terukur
sehi ngga | angsung dapat di rasakan manf aat nya ol eh nmasyar akat ;
Mendesak dan penting untuk segera dil aksanakan;
Merupakan tugas dan tanggung |awab penerlntah unt uk
nmel aksanakannya;
Realitas wuntuk dilaksanakan dan disel esai kan dalam kurun
waktu satu tahun
Sebagai dokunen perencanaan penbangunan nasional, RKP nenuat
prioritas penbangunan, rancangan kerangka ekonom nmakro serta
program program kenenterian/lenbaga, lintas kenenterian/lenbaga,
dan lintas wlayah dal am bentuk : (i) kerangka regulasi, serta (ii)
kerangka i nvestasi penerintah dan | ayanan unum

Dengan dem kian RKP nerupakan pedoman bagi  penyusunan
Anggar an Pendapatan dan Bel anja Negara (APBN), dinmana Kkebijakan
APBN dit et apkan secara bersanma-sana ol en Dewan Perwakil an Rakyat
(DPR) dan Penerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut
RKP menpunyai fungsi pokok sebagai beri kut:
1. Menj adi acuan bagi seluruh pel aku penbangunan, karena nenuat

sel uruh kebi jakan publi k;

o ke N

2. Menj adi pedonman dal am penyusunan APBN, karena nenuat arah
kebi j akan penbangunan nasi onal satu tahun; dan
3. Menci pt akan kepastian kebijakan, karena merupakan kom tnen

Perer i nt ah.

Lebi h lanjut, sesuai Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Penerintah, RKP juga nenjadi acuan bagi
Penerintah Daerah dal am penyusunan RKP Daerah (RKPD). Dokunmen RKP
Tahun 2008 dil engkapi dengan Buku Il yang berisi uraian tentang
Program dan Kegi atan beserta indikasi pagu untuk mnmasing-nmasing
program

BAB 2
TEMA DAN PRI ORI TAS PENMBANGUNAN
NASI ONAL TAHUN 2008

A KONDI SI - UMUM
A. 1. PENCAPAI AN TAHUN 2006 DAN PERKI RAAN TAHUN 2007

Pel aksanaan penbangunan tahun 2006 dan perkiraan tahun
2007 yang nerupakan tahun kedua dan tahun ketiga RPJWN
Tahun 2004- 2009 nenberi kan kemajuan penting dal am
pel aksanaan ketiga agenda penbangunan yaitu: Mewij udkan
| ndonesia Yang Aman dan Danai; Menciptakan Indonesia
Yang Adi | dan Denokrati s; serta Meni ngkat kan
Kesej aht eraan Rakyat. Kemajuan penting tersebut adal ah
sebagai beri kut

AGENDA AMAN DAN DANAI

Dal am pel aksanaan Agenda Aman dan Danai di capai
kemajuan yang lebih baik tercermin dari kondi si
keamanan dan ketertiban nasyarakat yang secara umum
maki n  kondusi f. Penerapan kesepahaman Hel sinki secara



konsi st en yang ant ar a | ai n di t unj ukkan dengan
pel aksanaan pem |ihan secara |angsung Gubernur Naggroe
Aceh Darussalam (NAD), telah neningkatkan kondi si
keamanan di  Provinsi NAD. Konflik horizontal dan
vertikal yang terjadi dalam berbagai proses politik
seperti pem |ihan kepala daerah (pilkada) dapat
di kendal i kan sehi ngga tidak nmengganggu kondi si kearmanan
dan ketertiban nmasyarakat. Meskipun konflik Poso masih
di war nai beberapa bentrokan antara aparat kenmanan
dengan warga yang neninbul kan korban di kedua bel ah
pi hak, nanmun dengan ditangkapnya tokoh-tokoh yang
di duga sebagai penggerak utama konflik Poso, kondi si
keamanan dan ketertiban di Poso kenbali stabil.

Kemaj uan dal am pel aksanaan Agenda Aman dan Danmai | uga
tercermn dari nmenguatnya kepercayaan i nternasiona
terhadap institusi mliter dengan neningkatnya peran
serta Indonesia dalam msi perdamai an dan keangotaan
tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(DK- PBB) .

D cabutnya enbargo oleh Anerika Serikat terhadap
penbelian peralatan utama sistem senjata (alutsista)
TNl dan tercapai nya beberapa kerjasama mliter nakin
meni ngkat kan  kemanmpuan pertahanan negar a, meski pun
bel um sanpai pada tingkat kebutuhan m nimum essenti al
force.

I nfrastruktur aturan hukum dan kel embagaan penanganan
terorisnme yang terus diperkuat nerupakan keseriusan
dal am upaya pencegahan dan penberantasan terori sne.

Dal am Tahun 2007 diharapkan Noordin M Top beserta
j ari ngannya dapat ditangkap, kejahatan narkoba nenurun,
penanganan keamanan |aut senmakin nenbaik, dan daya
penggent ar maki n meni ngkat seiring dengan upaya
penenuhan al ut si sta pertahanan.

Dal am penanggul angan illegal-fishing, pada tahun 2006
telah dipasang 1.444 buah transmtter pemantau kapal
dan penbangunan unit pel aksana teknis (UPT) pengawasan
di 5 |okasi (Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan
Tual ). Dalam tahun 2007 diharapkan pengadilan khusus
peri kanan  di lima | okasi t er sebut telah  dapat
beroperasi yang di dukung dengan sarana pengawasan yang
| ebi h bai k.

Upaya penanggul angan illegal-1ogging pada tahun 2006
tel ah berhasil nmenekan kasus-kasus penbal akan |iar dan
perdagangan kayu illegal yang antara |ain ditunjukkan

ol eh tertangkapnya 173 tersangka di Papua dengan barang
bukti kayu bul at 385,580 nB, kayu ol ahan 20.166 nB, dan
peralatan 1.269 wunit D sanping itu telah terjalin
kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu seperti
China, Jepang, 1Inggris, Korea Selatan dan Norwegi a
unt uk nencegah perdagangan kayu il egal

Upaya ini juga dilengkapi dengan penbentukan Satuan
Pol i si Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), di 10 provinsi
yaitu, Sumatera Uara, R au, Janbi, Sumatera Sel atan,
Kal i mantan Barat, Kalimntan Tinmur, Kalinmntan Tengah,



